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PEMERINTAH DESA MOJODADI
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA MOJODADI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI

—

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJODADI

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar — besamya kemakmuran masyarakat Desa;

Bahwa Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022 vyang disusun sesuai kebutuhan
penyelenggaraan pemeritahan Desa berasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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Undang — undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

Undang — undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang — undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraluran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pricritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 lentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
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Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Slruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
[aknie Pelaksanaan Pembangunan Deasa,

Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Fetritusi Dasrah Tahun 2021,

Peraturan Bupati Lamongan Nornor Tahun 2021 tentang Pedoman
feknic Penggunaan Dana Desa  Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Lamangan tahun 2021 nomor )

Paraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomor ),

Peraturan Bupali Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Permbangunan Jangka Menengah Desa (RPIMDes) Mojodadr,

Peraturan Desa Mojodadi  Nomor 2 Tahun 2016 tentang  Struklur
Organicact dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojodadi Tahun 2016,
Peraturan Desa Mojodadi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Mojodadi Tahun 2022,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI
dan

KEPALA DEGA MOJODADI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DEGA MOJODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANIA DESA MOJODADI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikul

Pendapatan Desa Rp 1.379.681.200,-

Belanja Desa Rp 1.379.681.200,-
Surplus 1 Delsit Rp 0.-

Pembilayaan

1) Penerimaan Rp 0.

7) Pengeluaran Rp 0,
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Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. APBDesa
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia
c¢. Daftar dana cadangan, jika tersedia ; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,
jika ada

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial ; dan

e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi :
a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun
berjalan
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar cbjek
belanja ; dan
c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
memberitahukannya kepada BPD.
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Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa Mojodadi.

Diundangkan di Mojodadi
Pada Tanggal 31 Desember 2021

 SEKRETARIS DESA MOJODAD

LEMBARAN DESA MOJODADI Tahun 2021 Nomor 9
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA MOJODAD!

NOMOR § TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MOJODADI

TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REK URAIAN ANGOARAN KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 4
4, PENDAPATAN
41, Pendapatan Asli Desa 64.900.000,00
42 Poendapatan Transter 1.314.781,200,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.379.681.200,00
6. BELANJA
51 Bolanja Pegawal 301.746 676,00
52, Belanja Barang dan Jasa 162,895,322 00
53 Belanja Modal 440,426 000,00
54. Belanja Tidak Terduga 361.611.200,00
JUMLAM BELANJA 1.364.681,200,00
SURPLUS 1 (DEF I1SIT) 26.000.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.2, Pengeluaran Pemblayann 25.000.000,00
622 Penyertaan Modal Desa 7T 25000000,00
PEMBIAYAAN NETTC (26.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGOARAN 0,00

Halaman 1
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LAMPIRAN

PERATURAN DF BA MOV K WA

NOMOR O TAMUN 2029

TENTANG
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TAHUN ANOGARAN 2022
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KODE
REKENING URAIAN ‘"‘:‘:":"‘ SUMBERDANA
P
1 2 3 4 s
1196 | 52 Belanja Barang dan dasa 1.000.000.00
L Operasional Linmas 72500000 | A0D
1197 | 52, BOHNQBA'WMJ.‘. 724 000,00
13 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 20.000.000,00
rle2 PenyusunanPendatsanPemutakhian Proft Desa (Dpa) 20 000 000,00 | oos
1302 | 82 Belanja Barang dan Jasa 20 002 200.00
14 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan. Keuangan dan Pelaporan 3.000.000,00
140 ;"“\::‘;"Wlm Musyawarah Perencanaan DesaPembahasan APRDes ( 100000000 | ADD
oo
1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1 000 000 00
tem Penyusinan Dokumen Perencanaan Desa (RPIMDesa RKPDesa ¢ 1.000 00000 | A0D
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1 000 000.00
T ;t;nwsumn Dokumen Kevangan Desa (APBDes, APRDes Perubahan_ LPJ 1,000 000.00 | a0
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.000 000.00
3 MMMAMM 453,528 800,00
b N Sub Bidang Pendidikan 2.400.000,00
21.01 Penyelenggaran PAUDTN.’TP:\TKA’TPQW&M NonFormal Mk Desa 240000000 | pos
(Honor, Pakaian dn)
2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2 400 000 00
22, Sub Bidang Kesehatan $2.700.800,00
22.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan DesaPolndes Mk Desa (obat, Insent! K 18300 200,00 | Dos
B, dsb)
2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18300 #00.00
2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentf) 1442000000 | pos
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14 400 000 00
| 229 Operasional Mobil sehat 2000000000 | oos
[ 2291 | 52 Belanja Barang dan Jasa 20 000 000 20
2 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39842800000
23.05 Pemelharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-garong Selokan Pait Dranas T3028 00000 | pos
e
2308 | 53, Belanja Modal 78028 000.00
2313 PembangunanRehabitasi Pennghatan Pengerasan Jembatan Ny Desa( 00000000 | pex
D)
2313 | 52 Belanja Modal £0 000 000 00
2314 Pembangunan Rehabiitasi Peonghatan Prasarana Jalan Desa (Gorong. selo 15.000.000.00 | cos
kan @)
2314 | 53 Belanja Modal 15000 000,00
2.0 Pembangunan Rehabitasi Pennghatan Tembok penahan tanah (TPY) 220400 000,00 | DS Pax
230 | sa2 Belanja Nodal 220400 000.00
2392 PembangunanRehabilitasi Peninghatan Sarana Prasarana Oiatvaga 38 000 000.00 | rex
2382 | sa Balana Noda! 335,000 000.00
- BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAY 12.000,000,00
BCTTTITEISICITNAR 113081 1431 a6 A Hataman 2
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/r
Ko:mg URAIAN ANGGARAN
REKE SUMBERDANA
il 2 3 (Rp)
1
L1 % . 4 §
2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 70.000.000.0.
.000.000,00
4203 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa diy 50.000.000,00 | oos
4203 | 53. Belanja Modal 5o.uoo '000 .00
Pelatihan/Bimtek/P i . o
4205 e engenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter 20.000.000,00 | DDS
4205 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000.00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 361.611.200,00
—— ¥V
51. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 59.211.200,00
51.00 Penanggulanan Bencana 59.211.200,00 [ DDS
5100 | 54. Belanja Tidak Terduga 59.211.200,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 302.400.000,00
5301 Penanganan Keadaan Mendesak 302.400.000,00 | pDs
5301 | 54. Belanja Tidak Terduga 302.400.000,00
JUMLAH BELANJA 1.354.681,200,00
SURPLUS / (DEFISIT) 25.000.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 25.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
31 December 2021
ATAN KDY
% 31/12/2021 11:31:37 AV Hataman 3
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI' KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 7 1413.306.15.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan  Peraturan Desa Mojodadi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mojodadi
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi
Peraturan Desa Mojodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Menimbang

o

-—

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -

Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah

dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) ;

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4, Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Mengingat

6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.
24,

25.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;

Undang — undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk
Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang — undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nemor 34 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
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Memperhalikan

Menetapkan

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;

27. Peraluran Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

28. Peraturan Bupali Lamongan Nomor  Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2022.

29. Peraturan Bupali Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan tahun 2021 nomor ~ );

30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor  Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021 Nomor  );

31, Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2021  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022,

32. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mojodadi;

33. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojodadi Tahun 2016;

34. Peraturan Desa Mojodadi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Mojodadi Tahun 2022.

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mojodadi membzhas
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi
tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJODADI TAHUN

ANGGARAN 2022
Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Mojodadi Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dani
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Des_a serta kegugtan - kegiatan
sebagaimana tersebul dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak lerpisahkan.
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Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojodadi

Pada Tanggal A —_12 -0l
:/"’;{"-:‘;“- ::\

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJODADI
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA MOJODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MOJODADI KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027 / fer 1413.306.15.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua
puluh Satu bertempat di Balai Desa Mojodadi Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan
Kepala Desa Mojodadi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Mojodadi
mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mojodadi menyatakan menyepakati

rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojodadi Tahun
Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Mojodadi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedungpring

Tanda Tangan:

1. Nopendik Setiawan,S.Pd
Ketua

2. Suparman
Anggota

3. Abd.Ro'uf
Anggota

4, Miftahul khasanah
Anggota

5. Sutram
Anggola
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